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Abstrak
KEMISKINAN menjadi suatu kasus

endemic di Indonesia dan telah menyebabkan
rendahnya ketahanan pangan di kalangan
masyarakat setempat.  Berdasarkan penetapan
Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan
kembalinya perkebunan-perkebunan ke
kawasan Halimun, nampaknya pemerintah
tidak memahami dampak dari tiap kebijakan
terhadap ketahanan pangan masyarakat
setempat.  Studi ini bertujuan untuk mema-
hami dan menjelaskan sejarah tata ruang di
Halimun, dan dampaknya terhadap ketahanan
pangan masyarakat setempat, terutama
peranan kelompok perempuan.

Sejarah kebijakan tata ruang di Halimun,
yang dimulai sejak pemerintahan Hindia
Belanda sampai sekarang, telah berdampak
kepada ketahanan pangan masyarakat.  Kebi-
jakan tanah partikelir (1705-1958) dan sistem
tanam paksa (1830-1870) telah membatasi
masyarakat setempat untuk membuka lahan.

Kondisi Ketahanan Pangan
Masyarakat dalam Cengkeraman
Kebijakan Tata Ruang
dan Penetapan Kawasan Halimun:
Studi Kasus Desa Mekarsari (Lebak) dan Desa Malasari (Bogor)

Oleh: G. Galudra1, N. Ramdhaniaty2, F. Soenarto2, B. Nurzaman2, dan M. Sirait1

Pembatasan ini diperparah oleh penetapan
kawasan hutan (1900-1927) hingga pemerintah
menetapkan kawasan Halimun sebagai taman
nasional seluas 113.357 ha.

Akibatnya, luas lahan yang dikuasai untuk
pertanian semakin berkurang.  Luas lahan ini
tidak dapat mendukung ketahanan pangan
masyarakat dan memberikan beban berat
kepada kelompok perempuan untuk menjamin
ketahanan pangan keluarganya. Sudah
menjadi jelas bahwa penataan batas sangat
dibutuhkan untuk memecahkan konflik lahan
dan untuk jangka panjang, pemerintah harus
mulai berpikir untuk memperluas lahan
garapan bagi masyarakat setempat di kawasan
Halimun.

1. Pendahuluan
Masalah kemiskinan merupakan penyakit

sosial yang masih endemik di negara ini.
Masyarakat menjadi miskin bukan hanya
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karena minimnya pendapatan atau komsumsi,
tetapi berkaitan dengan rendahnya pendidikan
dan kesehatan, akses terhadap modal serta
tiadanya kesempatan berpartisipasi dalam
setiap perencanaan kebijakan.

Akibat dari kemiskinan adalah rentannya
ketahanan pangan bagi masyarakat.  Ketaha-
nan pangan tidak hanya mencakup pengertian
ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga
kemampuan untuk mengakses (termasuk
membeli) pangan dan tidak terjadinya ke-
tergantungan pangan pada pihak manapun.
Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan
strategis dalam ketahanan pangan.  Petani
harus memiliki kemampuan untuk mem-
produksi pangan sekaligus juga harus memiliki
pendapatan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pangan mereka sendiri.  Oleh sebab
itu, kesejahteraan petani ini akan sangat
menentukan prospek ketahanan pangan.
Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh
berbagai faktor dan keterbatasan; salah
satunya adalah luas tanah yang sempit dan
tekanan terhadap lahannya untuk dikonversi.

Sayangnya, perencana dan pengambil
kebijakan seringkali tidak memahami dampak
kebijakan yang mereka buat terhadap keta-
hanan pangan masyarakat setempat.  Per-
luasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi
113.357 ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan
No 175/2003, telah menuai keresahan dan
kekhawatiran para masyarakat di kawasan
Halimun.  Kekhawatiran dan keresahan ini
timbul karena beberapa bagian kawasan hutan
yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan, telah
lama digunakan oleh masyarakat setempat
sebagai lahan pertanian mereka.  Kekhawatiran
dan keresahan ini dapat berubah menjadi
konflik tanah jika perluasan taman nasional ini
mencabut hak masyarakat setempat atas lahan
pertanian mereka.  Begitu pula halnya dengan
kebijakan perkebunan, kebijakan untuk
mengembalikan wilayah perkebunan di be-
berapa kawasan Halimun telah menimbulkan
konflik di lapangan, dimana masyarakat
setempat telah menggunakan kawasan tersebut
untuk ketahanan pangan mereka.

Untuk mengetahui alasan pemerintah
menetapkan kawasan Halimun sebagai
kawasan perkebunan dan kehutanan, studi ini
berusaha menelusuri sejarah kebijakan, dari
masa kerajaan hingga masa kini, terutama
kebijakan kehutanan dan perkebunan.   Pene-
lusuran kebijakan menjadi sangat penting

karena kebijakan-kebijakan ini seringkali
digunakan sebagai dasar bagi pengambil
kebijakan untuk menentukan kebijakan
berikutnya, seperti SK Menteri Kehutanan
No.175/2003.

Studi ini juga bukan hanya mengkaji
dampak kebijakan kehutanan dan perkebunan
terhadap masyarakat setempat saja, namun
mengkaji lebih mendalam kelompok mana
yang sangat dirugikan akibat kebijakan-
kebijakan tersebut.  Banyak studi mengambil
kesimpulan bahwa kelompok petani yang
dirugikan akibat terbatasnya akses penguasaan
lahan adalah buruh tani1, namun belum banyak
studi yang mencoba melihat dampak keter-
batasan akses penguasaan lahan terhadap
kelompok perempuan.  Untuk mencoba
mengaitkan dampak kebijakan terhadap
kehidupan kelompok perempuan, studi ini
mendeskripsikan kondisi kehidupan kelompok
perempuan di Desa Malasari (Kabupaten
Bogor) dan Desa Mekarsari (Kabupaten
Lebak).

Sesuai dengan permasalahan di atas, studi
ini bertujuan untuk memahami dan men-
jelaskan sejarah kebijakan pertanahan beserta
dampaknya terkini terhadap ketahanan
pangan, terutama bagi kelompok perempuan di
kawasan Halimun.

2. Sejarah Kebijakan Tata Ruang
Masa Kerajaan
Kawasan Halimun terletak di barat daya

Propinsi Jawa Barat dan sebelah timur
Propinsi Banten (106021 BT dan dan diantara
6037’- 6031’).  Berdasarkan Prasasti Juru Pang-
ambat (952 M), Naskah Carita Parahyangan
menceritakan bahwa kawasan ini telah berada
dalam kekuasaan Kerajaan Sunda sejak akhir
abad ke-7 hingga abad ke-16. Sebuah prasasti
yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi (1030
M) mengumumkan bahwa Raja yang bernama
Sri Jayabhupati menyebut dirinya sebagai Raja
Sunda2. Penyebutan nama raja pada sebuah
wilayah tempat diletakkannya prasasti menjadi
indikasi bahwa daerah tersebut adalah wilayah
kekuasaan atau wilayah taklukan.

Prasasti lain (Prasasti Kabantenan) meng-
gambarkan bahwa bentang wilayah Bekasi dan
sekitarnya (Jawa Barat) telah tercakup ke
dalam bentang wilayah kekuasaan Kerajaan
Sunda pada saat itu3.  Disebutkan pula bahwa
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kawasan Halimun (masyarakat adat di Halimun
menyebutnya sebagai wilayah Tutugan
Sanggabuana) masuk pada kategori Mandala
atau Kabuyutan, yakni tempat suci pusat
kegiatan keagamaan yang pemeliharaan dan
penghuninya adalah para wiku (pendeta),
murid-murid wiku, serta pengikutnya4.
Penemuan berbagai situs yang diyakini pernah
menjadi tempat peribadatan di Halimun
sekarang ini seperti Situs Cibedug (Desa
Citorek Lebak), Situs Kosala (Desa Lebak
Sangka, Cipanas Lebak), dan Kanekes Baduy,
memperkukuh kawasan Halimun sebagai
tempat bagi tebaran kabuyutan-kabuyutan.

Pengiriman para wiku (pendeta) yang
menjadi cikal bakal masyarakat adat di
Halimun mengungkapkan adanya kepentingan
Kerajaan Sunda untuk memelihara volume dan
debit air sungai5. Analisis ini dikaitkan dengan
tingkat kepentingan kerajaan untuk men-
jadikan sungai-sungai sebagai jalur trans-
portasi dagang. Kebijakan ini di masa Kerajaan
Sunda dilanjutkan oleh para penerusnya di
Kerajaan Pajajaran.  Dua sungai besar yang
mengalir dari wilayah ini, yakni Sungai
Ciliwung dan Cisadane, memperkuat dugaan
bahwa kedua sungai ini dijadikan alur ekspor-
impor berbagai komoditas dagang dari Ke-
rajaan Pajajaran; salah satunya adalah lada.
Fakta ini diperkuat dengan adanya perjanjian
diplomatik antara Kerajaan Pajajaran dan
Portugis (21 Agustus 1522) yang berisi:

1. Portugis dapat mendirikan benteng di
Sunda Kalapa (sekarang Tanjung Priok)

2. Raja Pajajaran akan memberikan lada
sebanyak yang dibutuhkan Portugis sebagai
penukaran barang-barang kebutuhan
Pajajaran yang dibawa Portugis

3. Portugis bersedia membantu Pajajaran
apabila diserang Demak atau yang lainnya

4. Sebagai rasa persahabatan Raja Pajajaran
akan menghadiahkan 1.000 karung lada
setiap tahun kepada Portugis6.

Perjanjian ini diperkuat dengan dibangun-
nya tugu dari batu oleh Portugis di sisi sebelah
kiri Sungai Ciliwung7.  Pembangunan tugu pada
sisi kiri Sungai Ciliwung memperkuat dugaan
bahwa Sungai Ciliwung telah menempati peran
vital bagi alur perdagangan Kerajaan Pajajaran.
Kebijakan memelihara daerah hulu sungai-
sungai tersebut menjadi hal yang strategis.
Prasasti Batu Tulis di Bogor (1533 M) secara

eksplisit menyebutkan adanya upaya untuk
membuat ‘leuweung samida’ sebagai salah
satu upaya penjagaan tata ruang, dengan
mempertimbangkan kepentingan debit air bagi
kelangsungan ekonomi kerajaan.

Pentingnya menjaga kawasan hulu telah
mendorong keluarnya berbagai kebijakan-
kebijakan raja-raja Sunda untuk berani
mengeluarkan peringatan keras. Naskah Carita
Parahyangan serta Prasasti Kabantenan secara
eksplisit menyertakan ancaman bahwa
siapapun tidak diperbolehkan merusak
Kabuyutan, jikalau ada orang yang melakukan
itu maka diperintahkan untuk dibunuh serta
mengatakan bahwa orang yang tidak meng-
indahkan dianggap lebih hina dari kulit lasun
(rubah) di tempat sampah.

Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran
diserang Kerajaan Banten dibawah pimpinan
Maulana Yusuf.  Kawasan Bogor sendiri telah
menjadi kota yang tak berpenghuni paska
runtuhnya Kerajaan Pajajaran, sedangkan
kawasan Priangan, termasuk Sukabumi,
menjadi wilayah Mataram. Kerajaan Banten
sendiri pada alur sejarahnya diperkeruh
dengan kehadiran VOC, dan menyerah pada
tahun 1695.  Pada tahun 1705, Priangan
diserahkan oleh Kerajaan Mataram pada pihak
VOC dan dimulailah babak kawasan Halimun
dalam kebijakan kolonialisme asing.

3. Sejarah dan Dampak Kebijakan
Kehutanan dan Perkebunan
Terhadap Masyarakat Halimun dari
Masa ke Masa

3.1. Kehutanan

Dari tahun 1607-1816, dampak kebijakan
kehutanan terhadap kehidupan masyarakat di
kawasan Halimun belum dirasakan.  Di Jawa
Barat dan Banten, VOC lebih menitikberatkan
kepada pengamanan suplai kayu jati yang
terdapat di Karawang, Ciasem, Pamanukan dan
Sumedang, melalui hak utama terhadap
kawasan jati, lalu monopoli dan kemudian
pengiriman tetap tahunan dengan harga
patokan yang disebut kayu kontingen8.
Bagaimanapun juga, usaha penanaman jati di
Banten, terutama afdeeling Lebak, pernah
dilaksanakan pada tahun 1640, kemudian
kembali ditanami sekitar tahun 1835 dan 1856-
1864, namun menemui berbagai kegagalan9.
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Kebijakan sistem blandong yang diberlakukan
oleh Gubernur Jenderal Daendals (1808-1811)
dan sistem lelang oleh Gubernur Jenderal
Raffles (1811-1816) belum memberikan
dampak terhadap masyarakat Halimun, karena
kedua sistem ini hanya berlaku pada kawasan
hutan jati.

Kebijakan kehutanan baru dirasakan
setelah munculnya peraturan kehutanan tahun
1865.  Pemerintah Hindia Belanda menetapkan
hutan di atas ketinggian 1570 mdpl sebagai
kawasan hutan rimba dengan tujuan sebagai
persediaan air untuk irigasi dan persediaan
kayu10 (lihat Tabel 1).  Diduga bahwa pene-
tapan hutan rimba berdasarkan ketinggian ini
tidak menghambat keberlanjutan usaha dan
ekspansi perkebunan kopi11.

Selain menetapkan kawasan hutan rimba,
peraturan ini juga mengatur hukuman bagi
berbagai kejahatan hutan seperti pencurian
hutan, perusakan hutan, penggembalaan,
pembakaran hutan, membawa senjata tajam di
dalam hutan, membawa kayu tanpa ijin dan
penyerobotan hutan12.  Penetapan hutan ini
jelas membatasi masyarakat setempat meng-
gunakan lahan hutan untuk keperluan sehari-
hari.  Sejak tahun 1876, hutan rimba berada di
bawah pengelolaan dinas kehutanan, namun
hanya berlaku jika kawasan tersebut terdapat
tanaman jati.  Jika tidak terdapat tanaman jati,
maka hutan rimba tersebut berada di bawah
pengelolaan residen13.  Diduga bahwa kebijakan
ini bertujuan untuk mempermudah residen
memberikan ijin kepada pengusaha swasta
untuk membuka hutan rimba sebagai tanah
perkebunan.

Di Kabupaten Lebak dan Pandeglang,
penetapan hutan rimba ini telah menimbulkan
konflik tata batas dengan masyarakat yang
masih menggalakkan perhumaan/peladangan
berpindah14.  Pada periode tersebut, pihak
kehutanan belum menunjuk batas yang jelas
sehingga diperlukan proses verbal/tata batas di
kawasan yang telah ditunjuk tersebut.  Selama
penantian proses verbal tersebut, Residen
Banten terpaksa menentukan sendiri batas-
batas kawasan antara hutan pemerintah yang
tidak boleh dibuka dengan tanah yang di-
sediakan untuk huma tersebut.  Tindakan
hukum badan terhadap para pelanggar
diberlakukan pula, namun perhumaan tetap
terus berlanjut15.  Belum diketahui bagaimana
reaksi masyarakat Halimun di daerah
Sukabumi dan Bogor terhadap penetapan

hutan tersebut.  Minim-
nya laporan konflik tata
batas hutan di daerah
Bogor dan Sukabumi
berkaitan dengan sis-
tem pertanian mereka
yang menetap.

Di lain pihak, pene-
tapan kawasan hutan ini
seringkali mengguna-
kan tanah yang di-
sediakan untuk huma.
Tanpa iktikad yang bu-
ruk, masyarakat setem-
pat membuka hutan-
hutan tersebut karena
anggapan mereka kawa-

san tersebut disediakan untuk huma16.  Untuk
mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah
Hindia Belanda melaksanakan proses verbal/
tata batas di kawasan Halimun mulai dari tahun
1906 hingga tahun 1939 (lihat Tabel 2).

Pada tahun 1927, pemerintah Hindia
Belanda menerbitkan peraturan kehutanan
yang menetapkan kawasan hutan sebagai hutan
cadangan.  Hutan cadangan ini bertujuan
untuk kepentingan pelestarian atau perluasan
hutan, yang mencakupi tanah yang bebas dari
hak ulayat, tanah-tanah yang tidak ditumbuhi
oleh kayu-kayuan tetapi terkurung oleh kayu-
kayuan, dan tanah-tanah yang demi penataan
batas hutan dimasukkan ke dalamnya17.  Pada
tahun yang sama pula, Pemerintah Hindia
Belanda membentuk dinas khusus yang
mengelola hutan rimba ini di bawah dinas

No Kelompok Hutan Keputusan Pemerintah 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Jasinga I 
Jasinga II 
Nanggung 
Salak Utara 
Salak 
Halimun 
Sanggabuana Utara 
Sanggabuana Selatan 
Bongkok 

Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.7 
Gouvernement Besluit ddo 19 Oktober 1927 No. 14 sub. a.8 
Director van Landbouw ddo 17 April 1930 No. 3613/B sub. e 
Gouvernement Besluit ddo 28 April 1925 No. 17 sub. c.9 
Indisch Staatsblad 1911 No. 562 
Indisch Staatsblad 1905 No 42 sub. B Ib No. 45 en 6 
Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3 
Gouvernment Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub. V.3 
Gouvernement Besluit ddo 7 Oktober 1915 No. 6 sub II.4 

 

Tabel 1
Kelompok-Kelompok Hutan yang Ditunjuk oleh Keputusan Pemerintah
di Kawasan Halimun
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Tanah-tanah yang di-
beli merupakan tanah di
daerah aliran sungai,
dengan kemiringan
yang terjal atau lahan
yang tererosi berat24.
Pembelian sawah-sawah
milik masyarakat setem-
pat dan kampung terjadi
pula di kawasan Halimun
(lihat Tabel 3).  Usaha
penetapan hutan rimba
dan cadangan ini meru-
pakan tanggapan dari
menyusutnya luas la-
han hutan akibat

perluasan lahan perkebunan (tanam paksa dan
Agrarisch Wet), perluasan lahan pertanian
oleh masyarakat setempat dan penebangan
jati25.

Sejak tahun 1942, atas dukungan penguasa
Jepang, ribuan hektar hutan, yang dahulu di-
jaga dan dilestarikan, dibuka untuk kegiatan
sawah dan kebun oleh masyarakat26.  Diduga
bahwa ketidakpastian wewenang atas peng-
aturan hutan menyebabkan masyarakat
setempat berani menggunakan hutan sebagai
lahan pertanian mereka agar dapat memenuhi
wajib serah-padi yang diberlakukan oleh pihak
penguasa Jepang. Namun, pihak penguasa
Jepang sempat meneruskan keputusan
pemerintah sebelumnya27 untuk memperluas
kelompok hutan Sanggabuana Selatan dengan
membeli 91,0 ha tanah Desa Banjarsari, Lebak
dan 370,7 ha tanah-tanah erfpacht (Tjoepit I
dan II, Ciparai dan Pasir Tjikloewoeng).

Ketidakpastian pengaturan hutan di
kawasan Halimun kembali terjadi paska
kemerdekaan.  Dilaporkan bahwa sebanyak
110.000ha hutan, yang telah dikuasai oleh
masyarakat setempat atau ditebang untuk

No Kelompok Hutan Tanggal Pengesahan Proses Verbal/ 
Tata Batas 

Luas 
(ha) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Jasinga I 
Jasinga II 
Nanggung 
Salak Utara 
Salak 
Halimun 
Sanggabuana Utara 
Sanggabuana Selatan 
Bongkok 

13 Juli 1934 
23 Mei 1934; 14 September 1939 
28 Maret 1934 
1 Maret 1926 
1 Agustus 1906 
17 September 1914 
4 Januari 1933 
30 September 1924; 11 November 1935 
9 Oktober 1919 

5800 
3030; 2865 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

Tabel 2
Kelompok Hutan yang telah Disahkan Berdasarkan Proses Verbal/Tata  Batas

kehutanan yaitu Dinas Hutan Rimba Jawa dan
Madura18.

Hutan cadangan ini awalnya bertujuan
untuk persediaan kayu-kayu produksi, namun
ditambahkan dengan tujuan hidrologi dan
klimatologi.  Penetapan kawasan ini bukan
hanya menimbulkan keluhan bagi pihak
perkebunan swasta, tetapi penetapan ini juga
mendapatkan perlawanan keras dari masya-
rakat setempat karena terbatasnya akses
kepada cadangan hutan yang di-tunjuk19.
Alasan penetapan ini berkaitan dengan usaha
memperluas hutan produksi20; namun pene-
tapan ini mengalami berbagai kesulitan akibat
banyaknya penggunaan kawasan hutan rimba
ini untuk perkebunan, terutama kopi, dan
lahan pertanian masyarakat setempat21.  Secara
keseluruhan hingga tahun 1940, Pemerintah
Hindia Belanda berhasil menetapkan
3.057.200 ha tanah di Jawa sebagai hutan22.

Untuk mendukung perluasan hutan
cadangan tersebut, diperkirakan sekitar
20.000 ha tanah-tanah partikelir di Jawa Barat
dan Banten, termasuk sawah-sawah pertanian
Masyarakat, harus dibeli oleh pemerintah23.

Catatan:  -:  Belum ditemukan angka secara pasti

No Kelompok Hutan Sawah/ladang (ha) Kampung (ha) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Jasinga I 
Jasinga II 
Nanggung 
Salak Utara 
Salak 
Halimun 
Sanggabuana Utara 
Sanggabuana Selatan 
Bongkok 

- 
- 

1.0 
- 
- 

67.1 
- 
- 

8.8 

- 
1.4 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15.5 
T o t a l  76.9 16.9 

 

 Sawah/Ladang dan Kampung yang Dibeli untuk Perluasan Hutan Cadangan

Catatan:  tidak melakukan pembelian

Tabel 3
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kepentingan perang, perlu segera direboisasi
kembali28.  Walaupun belum ditemukan secara
pasti berapa hektar seluruh kawasan Halimun
yang telah dibuka oleh masyarakat setempat,
baik pada jaman pendudukan Jepang hingga
paska kemerdekaan, tercatat beberapa kasus
tentang pembukaan hutan di Blok Cikabu-
yutan, Cicariang, Manapa dan Lebaklalay di
daerah Sukabumi dan Banten.  Seluas 1576 ha
hutan di blok-blok tersebut telah dipergunakan
untuk perkampungan, sawah dan ladang oleh
2546 keluarga29.  Belum diketahui cara pe-
nyelesaian terhadap kawasan hutan yang telah
diserobot tersebut.

Walaupun pada saat itu Pemerintah
Indonesia mengalami kesulitan dalam usaha
menjaga dan mereboisasi hutan, upaya mem-
perluas kawasan hutan di Halimun masih

berlanjut pada tahun 1954
dengan menunjuk beberapa
kawasan/kelompok hutan di
bekas tanah-tanah parti-kelir30.
Tanah-tanah partikelir yang
ditunjuk dan ditetapkan antara
lain:

1. Tanah Partikelir Tjampea,
yang ditetapkan sebagai
Kelompok Hutan Ciampea
seluas 12.920 ha31.

2. Tanah Partikelir Bolang
bagian Cidurian, yang di-
tetapkan sebagai bagian
Kelompok Hutan Jasinga 1
seluas 795,2 ha.

3. Tanah Partikelir Bolang
bagian Tenjolaut, yang di-
tetapkan sebagai bagian
Kelompok Hutan Jasinga II
seluas 847,1 ha

Pada tahun 1957, kegiatan
pengelolaan hutan serta eks-
ploitasinya, terutama di Jawa
dan Madura, diserahkan kepada
Pemerintah Daerah Swatantra
Tingkat I, kecuali cagar alam
dan suaka alam yang tetap
menjadi urusan Pemerintah
Pusat.  Penyerahan pengelolaan
ini mencakup pengaturan ijin
kepada masyarakat yang tinggal
di sekitar hutan yang bersang-
kutan untuk mengambil kayu

dan hasil hutan lainnya untuk dipergunakan
sendiri oleh masyarakat termaksud32.  Diduga
bahwa pada periode ini, masyarakat setempat
setidaknya dapat mengambil kayu dan non-
kayu untuk keperluannya.

Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia
menerbitkan UU Kehutanan baru33, namun
memiliki beberapa konsep yang sama dengan
UU Kehutanan masa Hindia Belanda, yaitu
adanya hutan cadangan.  Akibatnya, pada masa
ini masih dijumpai kebijakan perluasan hutan
di beberapa kawasan Halimun antara lain:

1. Penetapan tanah cadangan hutan Gandasoli
di Sukabumi seluas 76,1 ha  sebagai
Kelompok Hutan Gandasoli34.

2. Penetapan tanah cadangan hutan Sujata
(bekas perkebunan erfpacht NV. Cultuur

Gambar 1
Peta Hasil Penataan Batas Kelompok Hutan Nanggung,
Bogor (1934)
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My Parakan Salak) di Sukabumi seluas
403,07 ha sebagai bagian kelompok hutan
Halimun35.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia
mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai
Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) pada
tahun 1976, dan Perum Perhutani Unit III
Jawa Barat pada tahun 197836.  Kedua lembaga
ini memiliki kawasan pengelolaan yang
berbeda, dimana BKSDA bertanggung jawab
mengelola hutan konservasi, sedangkan Perum
Perhutani bertanggung jawab mengelola hutan
lindung dan produksi.  Beberapa kelompok
hutan rimba di kawasan Halimun, yaitu Gunung
Halimun, Gunung Kendang Kulon, Gunung
Sanggabuana, Gunung Nanggung, Jasinga dan
Ciampea ditunjuk sebagai Cagar Alam Halimun
dengan luas 40.000 ha37.  Penunjukan be-
berapa kelompok hutan ini kemudian diku-
kuhkan pada tahun 198238 dan diserahkan
pengelolaannya kepada BKSDA.  Pada tahun
1992, pengelolaan cagar alam ini kemudian
beralih di bawah wewenang taman nasional39.
Perhutani sendiri berwenang mengelola hutan

produksi dan hutan lindung di kawasan
Halimun seluas 26.063,35 ha dan terbagi pada
tiap unit pengelolaan yaitu KPH Banten, KPH
Sukabumi dan KPH Bogor.  Pada tahun 2003,
kawasan ini bergabung dengan kawasan Salak
di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung
Halimun-Salak seluas 113.357 ha40.  Pengga-
bungan kedua kawasan ini mecakup pula
beberapa kawasan hutan lindung dan hutan
produksi yang sebelumnya dikelola oleh Perum
Perhutani.

3.2 Perkebunan

Pada awal tahun 1700-an, VOC mem-
perkenalkan penanaman kopi jenis Coffea
arabica di kawasan Batavia.  Kesuksesan
penanaman di Batavia diperluas ke daerah
Preanger, dan 30 tahun kemudian, Masya-
rakat diwajibkan menanam 1000 pohon kopi
di lahan terlantar (wastelands) atau di kawasan
hutan dan bekerja selama 60 hari kerja dalam
setahun.  Kebijakan ini dikenal dengan
Preanger Stelsel.  Setelah tahun 1915, sistem
ini dihapus akibat penyebaran penyakit yang
telah menghancurkan seluruh penanaman

Gambar 2
Peta Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
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kopi41.  Pada tahun 1917, kebun-kebun kopi
tersebut kemudian diserahkan kepada masya-
rakat setempat dengan maksud membangun
perkebunan kopi rakyat42.  Dampak yang
dirasakan oleh masyarakat dari sistem ini
adalah menipisnya tanah-tanah yang dapat
dibuka untuk pertanian, sehingga memaksa
mereka untuk membuka hutan di daerah
pegunungan43.

Dampak kebijakan perkebunan yang paling
nyata terhadap ruang kehidupan masyarakat
Halimun adalah penjualan tanah sewa di daerah
Bogor dan Banten oleh VOC, Gubernur
Jenderal Daendals (1808-1811) dan Gubernur
Jenderal Raffles (1811-1816).  Penjualan
tanah-tanah ini dikenal dengan istilah Parti-
culiere Landerijen  (Lihat Tabel 4).  Usaha
penjualan tanah-tanah ini kemudian dihentikan

oleh Komisaris Umum (1816-1819) dan
Gubernur Jenderal Van der Cappelan (1819-
1826) sebagai antisipasi diterapkannya sistem
tanam paksa44.

Pada awalnya, VOC memberikan hak
penguasaan tanah dan masyarakat kepada tuan
tanah dengan tujuan agar terciptanya ke-
amanan dan keuntungan ekonomi.  Namun,
pemerintah tidak dapat mencegah penye-
lewengan yang dilakukan oleh tuan tanah
akibat ketiadaan peraturan yang mengatur
hubungan antara tuan tanah dan masyarakat,
terutama hak masyarakat atas sawah yang
dibuka.  Perbaikan hubungan tersebut pernah
dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendals

dan Gubernur Jenderal Raffles hingga
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tahun
183646.

Akan tetapi, usaha perbaikan ini tidak
pernah dirasakan oleh masyarakat setempat.
Masyarakat setempat yang hidup di tanah-
tanah partikelir ini dibebani berbagai
pungutan dan kerja wajib antara lain:

1. Pemberlakuan tjuke melampaui aturan di
atas 1/5 dari hasil tanaman.

2. Kerja wajib mengangkut bagian tuan-tanah
ke dalam gudang sejauh 15-18 km.

3. Kerja wajib menanam dan memelihara
tanaman kopi, termasuk di pabrik kopi

4. Serah wajib berupa satu buah kelapa untuk
tiap dua buah kelapa, satu bambu untuk tiap

tanah sawah, dan seluruh
produk aren dan kopi
(250 tanaman untuk
setiap kebun).

5.   Larangan ekspor padi
dan kerbau.

6.  Jika Masyarakat tidak
dapat membayar hutang,
rumah, kebun, sawah
dan kerbau diambil se-
cara paksa.

7.   Penguasaan terhadap
penjualan ternak, rum-
put dan kayu.

8.  Wanita dan anak-anak
diwajibkan bekerja 9 hari
tiap bulan 47.

Akibat berbagai
kewajiban kerja dan

pungutan yang menye-babkan hidup dalam
sistem subsisten dan jauh dari kehidupan
sejahtera/layak,48 masyarakat tersebut mela-
kukan perlawanan/pemberontakan di tanah
partikelir Tjiomas (1886) dan Tjampea
(1892)49.  Sebelum pemberontakan meletus,
sebagian besar masyarakat ini telah berimi-
grasi dari tanah-tanah ini untuk menghindari
dari kesewenang-wenangan tuan tanah50.

Peraturan Pemerintah tahun 1912
berusaha membatasi kesewenang-wenangan
tuan tanah, dengan hanya mengijinkan tuan
tanah memungut cukai/pajak hasil padi, sewa
pekarangan (pohon buah-buahan), sewa tanah

No Lokas

1 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 

Dramaga 
Tjampea (T
Cibubulang 
Sadeng) 
Bolang 
 
 
Djasinga 
 
Nanggoeng 
 
Kelapanoengg

 

Tabel 4
Luas dan Jumlah Masyarakat Tanah-Tanah Partikelir di Kawasan Halimun,
Daerah Bogor45
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(rumah) dan hasil ikan.  Kerja wajib dapat
diganti cukup dengan membayar uang yang
telah ditetapkan51.  Akan tetapi kesewenangan-
sewenangan tuan tanah masih berlanjut,
terutama pada sistem sewa tanah rumah.
Dilaporkan bahwa di daerah Bogor, seringkali
tuan tanah menerapkan uang sewa rumah yang
tinggi, sehingga mengakibatkan pengusiran
terhadap masyarakat yang menunggak sewa
tanah52.

Pada tahun 1913, pemerintah berusaha
membeli tanah-tanah partikelir dari tuan
tanah.  Tanah-tanah partikelir yang sudah
dibeli kemudian diberikan hak menguasai
perorangan turun-temurun kepada masyarakat
yang mengusahakan, sedangkan tanah
kongsinya sebagian dijual kepada masyarakat
yang tidak memiliki tanah, sebagian diberikan
kepada desa yang baru dibentuk dan sebagian
lagi dijadikan tanah jabatan perangkat
pemerintahan desa53.  Akan tetapi, pengem-
balian sebagian besar tanah-tanah partikelir di
kawasan Halimun diperuntukkan sebagai
kelompok hutan rimba (Lihat bagian 2.1).

Sistem pajak tanah (Land Rent) pada jaman
Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) tidak
berlaku untuk kawasan Priangan, mengingat
kawasan ini masih tetap mempertahankan
sistem Preanger Stelsel sebagai pengganti
pajak54. Diduga pula bahwa sistem pajak tidak
banyak berarti di daerah Bogor karena kawasan
ini sebagian besar diperuntukkan bagi tanah-
tanah partikelir.  Belum diketahui banyak
bagaimana penerapan sistem pajak ini ke
kawasan Banten, khususnya Lebak.

Begitu pula halnya dengan pemberlakuan
sistem tanam paksa, sistem ini banyak mem-
berikan dampak kepada masyarakat Halimun
di daerah Banten.  Sebaliknya, di daerah Bogor
masih diberlakukan sistem Particuliere
Landerijen dan di daerah Priangan masih
diberlakukan sistem Preanger Stelsel; sedikit
sekali kawasan ini digunakan untuk tanam
paksa.  Masyarakat di Banten diwajibkan
menyerahkan seperlima tanah sawah mereka
untuk ditanami jenis kopi, indigo, teh dan
kayumanis.  Di Priangan, selain diwajibkan
menanam kopi, mereka juga diwajibkan
menanam indigo dan teh.  Beban kerja tanam
paksa (66 hari dalam setahun) mempersulit
kehidupan masyarakat setempat karena
mereka dibebani juga oleh kegiatan pendukung
tanam paksa seperti heerendiensten yaitu

memelihara jalan, jembatan, irigasi, memuat
dan mengangkut barang dan sebagainya.
Ketidakpuasan terhadap sistem tanam paksa,
terutama pengambilan tanah sawah masya-
rakat, seringkali menimbulkan perlawanan,
seperti kasus pembabatan kopi (1862) dan
demontrasi terhadap penanaman kopi baru
(1869) di Banten55.

Berlakunya Agrarische Wet (1870) mem-
persempit ruang gerak masyarakat Halimun
untuk membuka tanah pertanian.  Di afdeeling
Lebak, ada 64 perusahaan perkebunan (aantal
ondernemingen) dan 200 tanah hak guna
usaha (perceelen) yang dibangun, dimana
sebagian besar tanah-tanah ini ditanami kapas,
karet dan kopi56.  Di afdeeling Sukabumi,
jumlah perkebunan dengan bentuk hak guna
usaha (perceelen) adalah 474 buah, dengan
jenis tanaman teh, kina, karet, coklat, kapuk,
kelapa, lada dan kopi.  Seringkali para pengu-
saha menyewa tanah masyarakat secara gelap
agar bertambah luas perkebunannya57.

Selama pendudukan Jepang (1942-1945),
pendudukan tanah oleh rakyat makin ber-
tambah dengan ditinggalkannya perkebunan
oleh para pemiliknya pada masa perang.
Rakyat yang lapar terpaksa memakai tanah-
tanah tersebut untuk ditanami bahan makanan,
seringkali atas perintah dan seizin penguasa
Jepang.  Seperti halnya dengan kawasan hutan,
belum diperoleh angka pasti berapa hektar
perkebunan yang diduduki oleh masyarakat
setempat. Tapi yang pasti, penguasa Jepang
masih mempertahankan sistem tanah
partikelir58.

Pada masa kemerdekaan, sengketa-
sengketa tanah perkebunan masih berlanjut
hingga dikeluarkannya berbagai undang-
undang yang berusaha mengakhiri masalah
sengketa-sengketa perkebunan melalui jalan
musyawarah59.  Untuk mengakhiri persengke-
taan ini, pemerintah menerbitkan UUPA 1960
yang menjadi dasar bagi ketentuan landreform
dan onteigening60.  Sebelum terbitnya UUPA,
pemerintah menerbitkan UU yang mengakhiri
berlakunya tanah-tanah partikelir61.  Belum
diketahui secara pasti berapa hektar tanah-
tanah yang sudah dibagikan kepada masya-
rakat Halimun, namun pada saat itu, sebagian
besar tanah-tanah partikelir di kawasan ini
telah diberikan kepada pihak kehutanan (Lihat
bagian 2.1).  Begitu pula halnya dengan
kegiatan landreform, belum diketahui secara
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pasti seberapa jauh dampak kebijakan land-
reform berlaku di kawasan Halimun.

4. Potret Ketahanan Pangan dan
Kemiskinan Perempuan di Halimun

4.1. Kondisi Umum: Studi Kasus Desa
Malasari dan Desa Mekarsari

Seperti yang telah diuraikan pada bagian-
bagian sebelumnya, pengelolaan kawasan
Halimun tak pernah luput dari intervensi para
pihak, yang dituangkan melalui kebijakan-
kebijakan, mulai dari jaman pemerintahan
Belanda sampai dengan saat ini. Kehadiran
kebijakan-kebijakan tersebut ternyata mem-
berikan ‘warna’ tersendiri bagi masyarakat
Halimun sejak pemerintahan Belanda mulai
berkuasa.

“Kami mah geus aya di dieu saencan
Balanda asup ge…….!.- Kami sudah
ada disini sebelum Belanda masuk …..62

‘Warna’ yang kemudian hanya dimaknai
sebagai proses pemiskinan oleh sebagian besar
masyarakat di Halimun, seperti halnya Desa
Malasari63 dan Desa Mekarsari64, menjadi
kedua desa ini sebagai lokasi untuk mengenali
dan memahami lebih jauh pemiskinan yang
terjadi di kawasan Halimun.

Dalam konteks penguasaan lahan di Hali-
mun, Desa Malasari, yang berada di Halimun
bagian utara, menjadi salah satu lokasi sasaran
pemanfaatan potensi sumberdaya alam (Lihat
Tabel 5).  Hal ini ditunjukkan dengan tata guna
lahan Desa Malasari yang berpenduduk 7.363
jiwa (4.114 perempuan dan 3.249 laki-laki)65,
dimana dari luas wilayah tersebut, sebagian
besar dikuasai oleh pihak swasta dan peme-
rintah, sementara masyarakat setempat hanya
bisa mengolah 283 ha66 atau setara dengan ±
0,04 ha/jiwa.  Begitu pula dengan Desa
Mekarsari, sebagian besar masyarakatnya
adalah masyarakat adat dengan jumlah 4.245
jiwa (2.200 laki-laki dan 2.045 perempuan)67

dan hanya dapat mengakses dan mengontrol

Jenis Penggunaan Lahan Kepemilikan Luas Lahan 
(Ha) (%) 

Hutan Lindung/Kawasan Konservasi  TNGH 1.787,00 37.57 
Hutan Produksi Perum Perhutani  1.590,00 33.43 
Perkebunan The  PT. Nirmala Agung  971,00 20.42 
Pertambangan  PT. Aneka Tambang  125,00 2.63 
Lahan yang dimiliki dan dapat diakses 
serta dikontrol masyarakat  Masyarakat 283,00 5.95 

Total Luas Desa  4.756,00 100 
 

Penggunaan Lahan Luas (ha) (%) 

Kebun Campuran 
Sawah dan Ladang 
Kehutanan 
Perkebunan 
Pemukiman 
Kolam 
Padang Rumput 
Lain-lain 

1865 
776 

318,7 
61 
38 
5 
3 

631,2 

60,2 
25,1 
10,3 
2,0 
1,2 
0,2 
0,1 
20,4 

Total Luas Desa 3.697,9 100 
 

Tabel 5

Tabel 6

Sumber:  Hanafi et al, 2004

Tata Guna Lahan Desa Malasari

Tata Guna Lahan Desa Mekarsari

Sumber:  Monografi Desa, 2001-2002
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wilayahnya seluas 686 ha atau setara dengan
0,16 ha/jiwa. Sisanya (3.011 ha) dikuasai oleh
Perum Perhutani Unit III - Jawa Barat (Lihat
Tabel 6).

4.2. Dampak Sejarah Kebijakan
Terhadap Kehidupan Lokal

Berdasarkan sejarah yang diungkapkan se-
cara lisan, kawasan Halimun membagi wilayah
hutannya menjadi tiga, yakni Leuweung
Kolot/Geledegan/Awisan68, Leuwueng
Titipan69 dan Leuweung Sampalan70. Hanafi,
dkk. (19-21:2004) mengungkapkan bahwa
Leuweung Tutupan, yang kemudian dikenal
sebagai pengganti dari Leuweung Awisan,
disinyalir “lahir” sebagai respon adaptif
terhadap konsep konservasi (zonasi) yang

dilakukan pemerintah tahun 1992. Sebaliknya
di Desa Mekarsari, istilah Leuweung Tutupan
dikenal masyarakat ketika Belanda masuk dan
menutup sebagian wilayah hutannya dengan
penanaman pohon Rasamala71.

Beda pemerintahan, berbeda pula kebi-
jakan yang berlaku.  Kehadiran Jepang di satu
sisi membawa dampak positif karena dengan
dibukanya lahan berarti pula memberikan
peluang bagi masyarakat untuk mengga-
rapnya.  Namun di sisi lain, hal ini merupakan
cikal bakal konflik lahan di kemudian hari.
Pembagian tanah tanpa disertai aturan main
yang jelas membuat masyarakat berlomba-
lomba membuka lahan yang telah ditutup oleh
Belanda, sehingga mengakibatkan hutan pada
waktu itu menjadi gundul. Di Malasari, pem-
bukaan lahan untuk huma oleh masya-rakat
bertujuan agar hasil panen dari huma diberi-
kan kepada tentara Jepang untuk kebutuhan

perang. Kondisi masyarakat pada waktu itu
sangat menderita dan penderitaan tersebut
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,
termasuk orang-orang kaya pada jaman itu.

“Jaman Jepang semua sengsara mulai
dari masalah makan sampai masalah
pakaian.  Jaman itu orang yang punya
leuit banyak juga kelaparan, sebab
padinya dirampas Jepang buat dibagi-
bagi ke masyarakat dan buat makan
tentaranya.” 72

Jaman Jepang mah jaman emak
kesusahan, anak-anak gak bisa makan.
Semuanya kelaparan….. Kalaupun emak
dapet makanan, eh..di jalan diambil
sama tentara Jepang…. 73

Pada masa paska kemerdekaan, lahan yang
telah dibuka pada jaman Jepang kemudian
ditutup kembali.  Untuk menjaga agar kawasan
tersebut tetap aman, petugas kehutanan
mengijinkan masyarakat yang telanjur
membuka hutan untuk terus menggarap.
Masyarakat yang menggarap di kawasan hutan
diwajibkan memberikan sebagian hasil
panennya (tanpa ditentukan besarannya)
kepada pemerintah desa yang dikenal dengan
istilah kabubusuk.

“Saatosna merdeka eta tanah Pasir Jirak
aya petugasna tapi masyarakat masih
keneh tiasa ngagarap.  Paling oge
masihan kabubusuk ka desa atawa
mantri kahutanan saikhlasna
pamerean….” - .Setelah merdeka di
kawasan Pasir Jirak ada petugasnya, tapi
kami masih bisa menggarap di lahan
tersebut.  Meskipun kami harus
memberikan hasil panen ke pihak desa
atau pihak Kehutanan seikhlasnya74.

Sejak tahun 1978, Perum Perhutani Unit
III dibentuk dengan wilayah pengelolaan hutan
produksi dan lindung di Jawa Barat, tak ter-
kecuali kawasan hutan Halimun.  Sejak itu, di
Desa Mekarsari, masyarakat yang telah meng-
garap lahan di kawasan hutan diwajibkan untuk
membayar pungutan sejumlah 25% dari hasil
panennya75.  Kebijakan lain yang ditetapkan
bagi masyarakat yang berhuma adalah ke-
wajiban untuk menanam kembali areal
tersebut dengan pohon kayu, setelah huma
mereka panen76.  Di Desa Malasari, kewajiban
untuk membayar pungutan berlaku pula
dengan kisaran antara 10 – 15% hasil panen,

PROSES penutupan hutan yang terjadi di beberapa
wilayah Desa Mekarsari mengundang kontroversi di
masyarakat, salah satunya di kawasan Pasir Jirak.
Semula kawasan Pasir Jirak adalah tanah desa;
namun seiring dengan konflik pasca pemilihan kepala
desa. terjadi penyerahan wilayah Pasir Jirak secara
sepihak kepada Belanda oleh calon kepala desa.
Sejak saat itu kawasan Pasir Jirak tertutup untuk
masyarakat yang sebelumnya sudah tergarap oleh
masyarakat.   Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi
pada tahun 1920-an bersamaan dengan kebijakan
penetapan wilayah hutan.  Karena posisi tawar
masyarakat yang masih rendah dan anggapan tanah
yang masih cukup luas untuk digarap, akhirnya
masyarakat  harus merelakan Pasir Jirak untuk
ditutup. Hingga kini, beberapa orang masih
menentang kebijakan tersebut.
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yang dapat dibayarkan dalam bentuk uang atau
padi. Pemaksaan untuk menanam jenis pohon
tertentu di halaman rumah pun terjadi di desa
ini77.

Baheula teh kami geus kudu nanem
Pinus di halaman imah, trus hasilna
diala ku Kahutanan — Dulu kami harus
menanam Pinus di halaman rumah, dan
hasilnya akan diambil oleh pihak
Kehutanan78.

Selain potensi kehutanan, Desa Malasari
juga memiliki potensi perkebunan yang telah
dikelola sejak jaman Belanda, namun terhenti
pengelolaannya pada masa pendudukan
Jepang.  Ketika Jepang pergi, seluas 163,7 ha
lahan perkebunan telah digarap oleh masya-
rakat setempat.  Namun pada tahun 1973, PT
Ciangsana telah meng-
klaim secara paksa wi-
layah tersebut sebagai
wilayah produksi perusa-
haannya. Kemudian pada
tahun 1992, PT Teh
Nirmala Agung membeli
izin usaha PT Ciangsana
dengan izin HGU seluas
971,22 ha, meliputi kam-
pung Citalahap, Citalahap
Sentral dan Legok Jeruk
dan terdiri dari 4 afde-
ling, selama 24 tahun
(terhitung sejak 1973).
Pada akhir tahun 1997, mengingat masa HGU
akan berakhir, PT. Nirmala Agung mengaju-
kan perpanjangan HGU selama 25 tahun
kedepan.

Seiring dengan permohonan tersebut,
kelompok tani Mandalasari juga menyam-
paikan maksud untuk mengambil kembali
sebagian ex-HGU seluas 350 ha.  Melalui
serangkaian proses negosiasi, pemerintah
memutuskan bahwa HGU No. 1, 3 dan 4
diperpanjang 79, sedangkan untuk HGU No. 2,
seluas ± 160 ha di Blok Ciwalen, belum dapat
diputuskan karena masih berkonflik dengan
masyarakat.

4.3. Siapa Kelompok yang Paling
Dirugikan?

“Saya berumur sekitar 90 tahun dan
telah tinggal disini sepanjang hidup
saya. Saya generasi kelima sesepuh desa.
Kami adalah kaum perempuan. Apa

yang menjadi masalah desa ini?
Kurangnya pangan, kurangnya lahan,” –
Ibu Uun, Desa Malasari, 2002.

Keterbatasan lahan di kedua desa contoh
membawa dampak tersendiri bagi masyarakat
setempat.  Dampak terbesar yang dirasakan di
desa-desa tersebut adalah semakin kurangnya
bahan pangan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-
rata kebutuhan pangan yang tidak seimbang
dengan yang dihasilkan dalam satu tahun.

“Makan mah seadanya aja….kalau
ngandelin hasil panen mah gak akan
cukup untuk satu tahun, paling cuma
cukup untuk setengah tahun aja……”80.

Sama halnya dengan Desa Malasari, hasil
panen kebutuhan pangan di Desa Mekarsari

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan beras
satu tahun untuk setiap keluarganya.

“Jika tidak ada lahan, maka tidak ada
pangan. Jika hanya ada sedikit lahan,
maka hanya ada sedikit pangan”82.

Keterbatasan lahan tersebut ternyata
mampu mengikis atau bahkan menghilangkan
sistem pertanian tradisi masyarakat Sunda
yaitu huma, seperti yang terjadi di Desa
Malasari yang saat ini sudah mulai hilang dan
hanya tersisa sedikit.

“Ayeuna mah huma teh tos teu aya, ari
kapungkur mah aya…..Upami aya ge
jauh, kudu ngaliwatan ANTAM……-
Sekarang huma sudah tidak ada, kalau
dulu sih ada. Kalaupun ada lokasinya
sangat jauh, harus melewati ANTAM”83.

Rendahnya hasil panen yang diperoleh
mendorong masyarakat beralih ke sektor non-

Hsl. Panen 
Lt/KK/Th Kampung 

Sawah Huma Ngepak 

Total 
Lt/KK/Th 

Kebutuhan 
Beras 

Lt/KK/Th 

Kekurangan 
Beras 

Lt/KK/Th 

Ciladu 75.33 76.47 49.28 201.09 547.5 - 346.41 
Lebak 
Larang 

39.72 48.05 21.25 109.03 547.5 - 438.47 

Ciburial 81.25 45.31 46.87 173.44 547.5 - 374.06 
Cihaneut 208.46 66.46 68.21 343.13 547.5 - 204.37 

 

Tabel 7
Rata-Rata Kekurangan Bahan Pangan Beras/Tahun di Desa Mekarsari

Sumber :  Riset RMI, 200381

Keterangan : 1 pocong = 2,5 liter; rata-rata konsumsi beras/hari/kk = 1,5 liter
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pertanian.  Tentu saja, dorongan ini dilakukan
bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
pangan saja, tetapi berupaya untuk memenuhi
kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan,
pakaian dan lain-lain.  Pemenuhan kebutuhan
tersebut kemudian memberikan dampak baru,
dimana banyak laki-laki beraktivitas ke non-
pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan hampir
100% warga laki-laki di Kampung Ciladu, Desa
Mekarsari yang beralih profesi sebagai
pengolah emas, sedangkan warga laki-laki Desa
Malasari juga menyibukkan dirinya menjadi
penambang emas dan tukang ojek. Alih profesi

tersebut ternyata menambah porsi perempuan
desa dalam mengelola lahan pertanian (Lihat
Tabel 8, 9 dan 10).

“Sekarang mah kami nyangkul sendiri,
gak perlu bantuan laki-laki……”84.

Dari tabel-tabel di bawah ini, dapat kita ke-
tahui bahwa perempuan mempunyai peran
yang cukup besar menggantikan peran laki-laki
dalam pengelolaan padi di sawah dan huma.
Peran perempuan terlibat dalam berbagai
aktivitas dari pra-panen hingga pasca-panen.

No Keterangan 
pekerjaan 

Dikerjakan oleh  
laki-laki 

Dikerjakan oleh 
perempuan 

1 Tebar   ** 
2 Nyangkul ** ** 
3 Babat **  
4 Ngegaruk **  
5 Tandur  ** 
6 Pemupukan pertama  ** 
7 Nyemprot pertama **  
8 Ngoyos Pertama  ** 
9 Pemupukan kedua ** ** 

10 Ngoyos Kedua  ** 
11 Babat Kedua **  
12 Nyemprot kedua **  
13 Memanen ** ** 

 

No Tahapan Aktivitas di Huma Dikerjakan oleh 
Perempuan 

Dikerjakan 
oleh Laki-laki 

1. Nyacar   ** ** 
2. Ngahuru  ** ** 

3. Ngaduruk  ** ** 

4. Ngerukan/Ngoredan  **  

5. Pepelakeun  **  

a. Kayu, Pisang   ** 

b. Jagung, Timun, Waluh, Cabe, Jahe, Kunir, Kucay, 
Cikur, Kacang  **  

6. Ngaseuk  ** ** 
7. Ngored 1 (setelah ditunggu selama 3 minggu 10 

hari) **  

8. Ngaberak  ** ** 

9. Ngored 2 (setelah 1 bln) **  
10. Tunggu panen   

11. Dibuat  ** ** 

12. Ngalantay   ** 
13. Mocong   ** 

14. Ngunjal   ** 

15. Ngaleuitkeun  ** ** 
16. Ditutu/dianyaran  **  

17. Disangu/Nganyaran/Masak **  
 

Tabel 8

Tabel 9

Pembagian kerja di sawah antara perempuan dan laki-laki di Desa  Malasari

Sumber: RMI - Data lapang, 2002

Aktivitas Penduduk Desa Mekarsari di Huma

Sumber: RMI - Data Lapang, 2004
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Tuntutan terhadap perempuan pun tidak
selesai pada pengelolaan sawah dan huma.
Lebih jauh dari itu, perempuan pun ‘dituntut’
sebagai ‘pemimpin’ di ranah domestik. Men-
cuci, mengasuh anak, memasak dan lain-lain
merupakan ‘pekerjaan’ sehari-hari perempuan
setelah pulang dari huma dan sawah mereka.

“Laki-laki tidak pernah membantu kami
membereskan pekerjaan rumah, seperti
mencuci dan memasak” (anonim,
sekelompok petani perempuan di
Kampung Malasari dan Nyuncung)

Kendatipun perempuan ‘dinobatkan’
sebagai pengelola kebutuhan pangan keluarga
serta diharuskan berkecimpung di ranah
domestik dan berimbas pada pengorbanan
waktu istirahatnya, bukan berarti perempuan
mendapat prioritas utama dalam pemenuhan
kebutuhan pangannya. Hal ini ditunjukkan dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarto
(2003) bersama perempuan Desa Mekarsari
yang menyebutkan bahwa ternyata perempuan
Desa Mekarsari sebagian besar mendapatkan
panganan setelah anak dan suami mereka.
Ketidakprioritasan tersebut menyebabkan
tingkat kesehatan perempuan Desa Mekarsari
cenderung rentan terhadap penyakit, khusus-
nya penyakit anemia yang sedang ‘trend’ di
kalangan perempuan.

5. Analisa dan
Diskusi
Dilihat dari masa ke-

rajaan, kawasan Halimun
merupakan tempat situs
keagamaan dan kawasan
lindung/konservasi bagi
Kerajaan Sunda dan Ke-
rajaan Pajajaran.  Kawa-
san ini baru mulai dihuni
oleh masyarakat setelah
sebagian masyarakat
Kerajaan Pajajaran ber-
imigrasi ke selatan akibat
serangan Kerajaan
Banten pada tahun 1570.
Untuk memenuhi ke-
butuhan sehari-hari,
masyarakat tersebut me-
lakukan peladangan ber-
pindah/perhumaan di

kawasan ini, dimana pada saat itu, peladangan/
perhumaan merupakan tradisi/sistem per-
tanian mereka.

Antara tahun 1815-1880, ledakan pen-
duduk di Pulau Jawa menyebabkan proporsi
pertanian yang digunakan oleh penduduk
meningkat dari 15% menjadi 30%85.  Akibat
pembukaan hutan secara besar-besaran untuk
perkebunan, hutan di Pulau Jawa hanya bersisa
25% dari 60% selama selang waktu 100 tahun
(1775-1875)86.  Tidak menutup kemungkinan
bahwa kondisi ini berlaku pula di kawasan
Halimun, sehingga menyebabkan masyarakat
setempat membuka hutan untuk pertanian di
kawasan pegunungan.  Kondisi ini menyebab-
kan padatnya masyarakat yang membuka
hutan dan tinggal di kawasan pegunungan.

Namun, pada tahun 1865, pemerintah
Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan
berdasarkan ketinggian 1570 mdpl sebagai
hutan rimba yang tidak boleh dibuka untuk
pertanian.  Penetapan ini berlanjut ketika pada
tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda
menetapkan 20% Pulau Jawa harus berupa
hutan demi kepentingan hidrologi87.  Seringkali
penetapan ini memaksa pemerintah untuk
membeli kawasan pertanian/ perkampungan
yang terlanjur dibuka oleh masyarakat
setempat (Lihat Tabel 3).  Bahkan penetapan

No Tahapan Aktivitas di Sawah Dikerjakan oleh 
Perempuan 

Dikerjakan oleh Laki-
laki 

1. Membuat Pembibitan   ** 
2. Ngirik – Ngeueum - Tebar   ** 
3. Babad Ngangler  **  
4. Tandur  **  
5. Ngaberak 1 ** ** 
6. Ngoyos 1 **  
7. Babad  ** 
8. Ngoyos 2 **  
9. Ngaberak 2   ** 
10. Nunggu panen   
11. Panen/Dibuat  ** ** 
12. Dilantay/dijemur ** ** 

13. Dipocong/dibengkeut   ** 
14. Diangkut langsung ka leuit   ** 
15. Ditumbuk / nganyaran  **  
16. Habis di tutu 3 mlm, baru dimasak **  

 

Tabel 10
Aktivitas Penduduk Desa Mekarsari di Sawah

Sumber: RMI- Data Lapang, 2004
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kawasan hutan ini tanpa sengaja menimbulkan
konflik lahan dengan masyarakat yang masih
menjalankan perhumaan/peladangan ber-
pindah.

Masyarakat kembali membuka hutan dan
kebun untuk pertanian mereka pada masa
pendudukan Jepang. Penguasa Jepang men-
dukung pembukaan tersebut demi memenuhi
kebutuhan pangan di masa perang.  Pembuka-
an hutan di masa ini menyebabkan konflik
lahan di kawasan Halimun hingga kini seperti
di Desa Mekarsari (kawasan Pasir Jirak dan
Ciakahuripan) dan Desa Malasari (Kampung
Citalahab, Citalahab Sentral, Legok Jeruk,
Babakan Jengkol, Nyungcung, Pabangbon,
Kopo, Cimalang, Gege, Sikantor dan Cisaat).

Pada masa paska kemerdekaan, belum
ditetapkannya kebijakan yang harus dijalankan
terhadap para penggarap hutan membuat
petugas kehutanan mengijinkan mereka untuk
terus menggarap.  Kebijakan ini terus berlanjut
hingga Perum Perhutani dibentuk dan kembali
digugat status penggarapan masyarakat paska
terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 175/
2003.

Perencana dan pengambil kebijakan tidak
menyadari bahwa penataan batas yang pernah
dilakukan pada masa Hindia Belanda88 me-
ngalami berbagai perubahan, terutama pada
masa penguasa Jepang dan paska kemer-
dekaan.  Studi kasus di Desa Mekarsari (Lebak)
dan Desa Malasari (Bogor) menunjukkan
bahwa para penggarap membuka hutan atas
dukungan penguasa Jepang (1942-1945) dan
diizinkan untuk terus menggarap oleh petugas
kehutanan paska kemerdekaan (1947-1978).

Akibat penggunaan tanah untuk perke-
bunan, luas lahan masyarakat yang dapat
digunakan untuk pertanian berkurang.  Pada
tahun 1920, rata-rata sawah dan ladang untuk
setiap keluarga petani di Lebak, Bogor dan
Sukabumi adalah 0,5 ha, 0,46 ha; 0,42 ha,
0,20 ha; 0,32 ha dan 0.68 ha89.  Ketika jumlah
populasi bertambah dan sebagian besar
kawasan Halimun ditetapkan sebagai hutan,
pada tahun 1999, rata-rata luas sawah dan
ladang untuk tiap keluarga petani di Lebak,
Sukabumi dan Bogor semakin berkurang
menjadi 0,16 ha, 0,26 ha; 0,24 ha, 0,21 ha;
0,15 ha dan 0,33 ha90.

Jika luas lahan yang dianggap cukup bagi
masyarakat Halimun untuk ketahanan pangan
mereka adalah 2 ha per keluarga91, maka sejak
tahun 1920, masyarakat di kawasan ini sudah
memiliki masalah dalam memenuhi ketahanan
pangan mereka.  Kondisi ini akhirnya men-
dorong masyarakat untuk menggunakan hutan
dan perkebunan sebagai lahan pertanian
mereka.

Jika pemerintah sekarang mengambil
kebijakan untuk mengambil paksa tanah-tanah
pertanian yang berada di kawasan hutan/
perkebunan, maka langkah kebijakan ini jelas
dapat berakibat buruk terhadap ketahanan
pangan masyarakat setempat yang tidak men-
cukupi ini (Lihat Tabel 7).  Di kedua desa
contoh, ketahanan pangan yang rendah telah
mendorong laki-laki untuk berimigrasi ke kota
atau bekerja di sektor non pertanian dan
meninggalkan peran pekerjaan di pertanian
kepada perempuan.  Tabel 8, Tabel 9 dan
Tabel 10 menunjukkan pergeseran peran laki-
laki dan perempuan pada setiap kegiatan di
sektor pertanian.

Tidak menutup kemungkinan bahwa
keterbatasan lahan pertanian garapan men-
yebabkan proporsi pendapatan terbesar yang
mereka peroleh bukan berasal dari sektor
pertanian, tetapi dari sektor non-pertanian92.
Situasi ini dapat saja mendorong peran laki-laki
untuk bekerja di luar sektor non-pertanian,
sehingga peran perempuan di sektor pertanian
semakin berat.

Dampak dari kemiskinan/ketahanan
pangan yang rendah adalah adanya kecen-
derungan bahwa profesi yang dipilih di luar
sektor non-pertanian adalah sebagai penam-
bang/pengolah emas (Studi kasus Desa
Mekarsari dan Malasari).  Kondisi ini jelas
tidak menguntungkan karena kegiatan penam-
bangan emas ini berada di kawasan hutan.
Dorongan masyarakat setempat untuk menjadi
penambang emas timbul karena sektor per-
tanian tidak dapat memenuhi kebutuhan
keluarga sehari-hari.

6. Kesimpulan
Kawasan Halimun telah mengalami ber-

bagai perubahan kebijakan tata ruang, diawali
pada masa kerajaan ditetapkan sebagai ka-
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wasan tertutup (leuweung samida), kemudian
pada masa kolonialisme ditetapkan sebagai
kawasan perkebunan (tanah partikelir,
erfpacht, sistem tanam paksa dan lain-lain) dan
kehutanan (hutan rimba dan hutan cadangan),
selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pangan
pada masa pendudukan Jepang, dan kembali
pada masa kini, menjadi kawasan konservasi
(taman nasional) dan sedikit bagian menjadi
kawasan perkebunan (HGU).

Perubahan kebijakan tata ruang, terutama
pada masa pendudukan Jepang dan masa
paska kemerdekaan telah menciptakan konflik
lahan di kawasan Halimun, terutama di Desa
Malasari dan Desa Mekarsari.  Sebagai program
jangka pendek, penataan batas kawasan hutan
dan kebun menjadi salah satu alternatif untuk
mengatasi konflik lahan tersebut.  Selain itu
pula, kebijakan-kebijakan ini tanpa disadari
telah mempengaruhi ketahanan pangan masya-

rakat setempat.  Akibat terbatasnya lahan
garapan, kelompok laki-laki beralih profesi ke
sektor non-pertanian dan membeban-kan
kebutuhan pangan keluarga di sektor per-
tanian kepada kelompok perempuan.  Kelom-
pok perempuan menjadi kelompok masyarakat
yang dirugikan jika setiap kebijakan yang
diterbitkan menurunkan ketahanan pangan
masyarakat. Sebagai program jangka panjang,
ada baiknya pemerintah mulai berpikir
memperluas lahan garapan masyarakat di
kawasan Halimun sebagai upaya meningkat-
kan ketahanan pangan masyarakat, dan
menghindari pembebanan yang berlebihan
kepada kelompok perempuan.  Perluasan lahan
garapan ini setidaknya dapat menghindari
masyarakat untuk memilih profesi ke non-
pertanian yang seringkali menimbulkan
kerusakan lingkungan seperti pengolah/
penambang emas. ***
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